
a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan layanan 
Nama Domain dan Subdomain di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Manggarai Barat yang efektif, efisien, 
transparan, dan akuntabel; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) 

Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Republik 
Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pcnyclcnggaraan 
Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan 
lnfonnatika, dan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan 
Menteri Komunikasi Dan Digital Republik Indonesia 
Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem 
Elektronik Lingkup Publik, perlu menetapkan kebijakan 
mengenai tata cara pengelolaan nama domain dan 
subdomain di lingkungan Pemerintah Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 
Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Daerah dan 
Subdomain di Lingkungan Pernerintah Kabupaten 
Manggarai Barat; ~ 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MANGGARAI BARAT, 

Menimbang 

PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT 

NOMOR 31 TAHUN 2025 

TENT ANG 
TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN PEMERINTAH DAERAH DAN 

SUBDOMAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN MANGGARA1 BARAT 

BUPATIMANGGARAIBARAT 
PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 

I SALINAN 



1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang 
Pernbentukan Kabupatcn Manggarai Baral di Provinsi 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4271; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang­ 
Undang Nornor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
lnformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang 
Penyclenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 185, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6400); 

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

7. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang1' 

Mengingat: 



tcnlang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah 
Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai 
Baral Nomor 235); 

12. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 75 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi 
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupatcn Manggarai Barat 
(Serita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 
Nomor 75); 

13. Pcraturan Bupati Manggarai Baral Nomor 65 Tahun 2022 
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja"l- 

kali, terakhir dengan Peraturan Dacrah 
Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2022 

bebcrapa 
Kabupaten 

Pemerinlahan Konkuren Bidang Komunikasi dan 
lnfonnatika (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2024 Nomor 519); 

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 
Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik 
Lingkup Publik (Serita Negara Republik lndonesia Tahun 
2025 Nomor 225); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembcntukan dan Susunan 
Perangkal Daerah Kabupalen Manggarai Baral 
(Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 
2016 Nomor 5) sebagaimana tclah diubah 

Penyelenggaraan Urusan ten tang 2024 Tahun 

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 233); 
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 

23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
1235); 

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 



Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
l. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Baral. 
2. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat. 
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Manggarai Baral. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Manggarai Barat. 
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dibidang Komunikasi dan 
lnformatika, persandian dan statistik di Daerah. 

6. Perangkai Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Dae rah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup 
tugas dan tanggung jawabnya di bidang Aplikasi 

Informatika. * 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN 

NAMA DOMAIN PEMERlNTAH DAERAH DAN SUBDOMAIN DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI 

BARAT. 

MEMUTUSKAN: 

Dinas Komunikasi dan lnformatika Kabupaten Manggarai 

Baral (Serita Dacrah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 

2022 Nomor 65); 

14. Peraturan Bupati Manggarai Baral Nomor 44 Tahun 2023 

lentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di 

Kabupaten Manggarai Barat (Serita Daerah Kabupaten 

Manggarai Baral Tahun 2023 Nomor 44); 

Menetapkan 



Domain tingkat kedua dan Nama Domain tingkat 
turunan untuk kebutuhan Instansi. 

18. Pengguna Nama Domain dan Subdomain adalah Instansi 
yang telah mengajukan pendaftaran dan/atau 
menggunakan Nama Domain dan/atau Subdomain yang 
diarur dalam Peraturan Bupati ini. ~ 

penyelenggaraan pengoperasian, dan pemeliharaan 
Sistem Elektronik Nama Domain. 

17. Registrar Nama Domain lnstansi adalah Menleri yang 
melaksanakan pengelolaan dan pendaftaran Nama 

8. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Kabupaten 

Manggarai Barat. 

9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang 

selanjutnya disingkat SPBE adalah pcnyelenggaraan 

pcmerintahan yang mcmanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada 

Pengguna SPBE. 

10. Narna Domain adalah alamat internet penyelenggara 
negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang 
dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, 
yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat 
unik untuk menunjukan lokasi tertentu dalam internet. 

11. Subdomain adalah domain yang merupakan 
bagian dari domain yang lebih besar, sebagai komponen 
yang lebih rendah tingkatannya dari domain di atasnya. 

12. Pejabat Nama Domain adalah pejabat yang ditunjuk dan 
ditetapkan oleh Sekretaris Daerah untuk melakukan 
pendaftaran dan pengelolaan Nama Domain dan Sub 
domain. 

13. Bagian Hukum adalah unit kerja Sekretariat Daerah 
KabupaLen Manggarai Baral yang membidangi hukum. 

14. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. 

15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang komunikasi dan digital. 

16. Registri Nama Domain adalah penyelenggara yang 
bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, 



Pasal 2 
(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pcdoman tata 

cara pengelolaan Nama Domain dan Subdomain di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Baral. 
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan 

penyelenggaraan layanan Nama Domain dan Subdomain 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat 
yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.1:, 

23. Vulnerability Assessment yang selanjutnya disebut VA 

adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, 
mengklasifikasikan. dan meniJai kelemahan keamanan 
dalam sistem, jaringan, a tau aplikasi. 

24. Penetration Testing yang selanjutnya disebut Peniest 

adalah metode pengujian keamanan yang bcrtujuan 
untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi kelemahan 
dalam sistem, jaringan, atau aplikasi dengan cara 
mensimulasikan serangan dunia nyata. 

25. Nama Domain Pemerintah Daerah adalah Nama Domain 
Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat. 

26. Nama Domain Pemcrintah Desa adalah Narna Domain 
Pemerintah Desa di Kabupaten Manggarai Barat. 

27. Subdomain Pemerintah Dae rah adalah Subdomain 
Pernerintah Daerah Kabupaten Manggarai Baral. 

19. Instansi Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut 

lnstansi adalah institusi Jegislatif, cksekutif, dan 

yudikatif di tingkat pusat dan Daerah dan instansi Jain 
yang dibcntuk dengan peraturan perundang-undangan. 

20. Layanan Administrasi Pcmcrintahan adalah layanan 
administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang 
diselenggarakan oleh Pernerintah Daerah. 

21. Layanan Publik adalah layanan publik berbasis 
elektronik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

22. Internet Protocol Address selanjutnya disebut IP Address 

adalah alamai numerik yang digunakan untuk 
mengidentifikasi perangkat dalam jaringan komputer, 
termasuk internet. 



Pasal 6 
(1) Pemerintah Daerah menggunakan Nama Domain Pemerintah1 

Bagian Kedua 
Ketentuan Penggunaan Nama Domain dan Subdomain 

Pasal 5 
Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (4) digunakan untuk: 
a. alamat elektronik resmi Perangkat Daerah; 
b. layanan administrasi pemerintahan; 
c. layanan publik; atau 
d. kegiatan berskala Daerah. 

Pasal 4 

(1) Nama Domain dan Subdomain terdiri dari: 
a. Nama Domain Pernerintah Daerah; 
b. Nama Domain Pemerintah Desa; dan 
c. Subdomain Pemerintah Daerah. 

(2) Nama Domain Pernerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a adalah manggaraibaratkab.go.id. 

(3) Nama Domain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b adalah .desa.id. 

(4) Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat 
(1) huruf c adalah •.manggaraibaratkab.go.id. 

BAB II 

PENGGUNAAN NAMA DOMAJN DAN SUBDOMAJN 

Bagian Kesatu 

Klasifikasi Nama Domain dan Subdomain 

Pasal 3 

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini 

meliputi: 

a. pcnggunaan Nama Domain dan Subdomain; dan 

b. pengelolaan Nama Domain dan Subdomain. 



Pasal 8 
(1) Pejabat Nama Domain bertugas melakukan pendaftaran dan 

pengelolaan Nama Domain dan Subdomain. 
(2) Pejabat Narna Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditunjuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. 
(3) Penetapan Pejabat Nama Domain sebagaimana climaksud pada 

ayat (2) didasarkan pada jabatan setingkat pejabat pimpinan 
tinggi pratarna, atau sekurang-kurangnya jabatan fungsional ahli 
madya di Dinas. 

(4) Pejabat Nama Domain yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan aparatur sipil 
negara yang mendudu.ki paling rendah: 
a. jabatan administrator pada dinas; atau 
b. jabatan fungsional ahli madya yang memiliki kompetensi 

bidang teknologi informasi dan komunikasi pada dinas.1 

Bagian Keempat 
Pejabat Nama Domain 

Pasal 7 

Pengelolaan Narna Domain dan Subdomain sebagaimana climaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) clilaksanakan oleh Dinas. 

Bagian Ketiga 

Pelaksana Pengelola Nama Domain dan Subdomain 

bertanggungjawab atas penggunaan Nama Domain yang 

digunakan. 

(2) Pemerintah Desa mcnggunakan Nama Domain Pcmerintah Desa 

sebagaimana climaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebagai alamat 

resmi elektronik Pemerintah Desa dan bcrtanggungjawab atas 

penggunaan Nama Domain yang digunakan. 

(3) Perangkat Daerah harus menggunakan Subdomain Pemerintah 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan 

bertanggungjawab atas penggunaan Subdomain yang cligunakan. 

dan Dae rah Pemerintah resmi 

climaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai Daerah sebagaimana 
ala.mat elektronik 



Pasal 10 
(1) Sekretaris Daerah atas na.ma Bupati dapat mengajukan pendaftaran 

Nama Domain Pemerintah Dacrah yang digunakan untuk alarnat 
elektronik resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (2) kepada Direktur Jenderal. 
(2) Pengajuan pendaftaran Nama Domain Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mela.mpirkan: 
a. surat permohonan Nama Domain Pemerintah Daerah; 
b. dasar hukum yang menjadi ketentuan pembenlukan lnstansi; 
c. surat penunjukan Pejabat Nama Domain; dan 4 

Bagian Kesatu 
Pendaftaran Nama Domain dan Subdomain 

Paragraf 1 
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Daerah 

Pasal 9 
Pengelolaan Nama Domain dan Subdomam sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi: 
a. pendaftaran Nama Domain dan Subdomain; 
b. perubahan Nama Domain dan Subdomain; 
c. penonaktifan dan penghapusan Nama Domain dan Subdomain; 
d. pemulihan Narna Domain dan Subdomain; 
e. perpanjangan Nama Domain dan Subdomain; 
f. penanganan keluhan Nama Domain dan Subdomain; 
g. penggunaan server Nama Domain dan Subdomain; 
h. keamanan Nama Domain dan Subdomain; 
i. pemantauan dan evaluasi; 
J· penyelesaian perselisihan Narna Domain dan Subdomain; dan 
k. standar dan prosedur. 

BABITI 
PENGELOLMN NAMA DOMAlN DAN SUBDOMAIN 

(5) Pejabat Nama Domain dalam menjalankan tugasnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( l) dapat di ban tu oleh tim teknis a tau tim 
kerja yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. 



Pasal 11 
(1) Pemerintah Daerah harus mcndaftarkan Nama Domain Pemerintah 

Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) untuk alamat clektronik 
resmi Pemerintah Desa. 

(2) Sekretaris Daerah alas nama Bupati mengajukan permohonan 
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) kepada Direktur Jenderal. 

(3) Pengajuan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Dcsa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) melampirkan: 
a. surat permohonan Nama Domain Pemerintah Desa; 
b. dasar hukum peraturan Daerah tentang pembentukan 

pemerintahan Desa; 
c. surat penunjukan Pejabat Nama Domain; 
d. surat kuasa dari kepala Desa untuk menyerahkan Pcndaftaran 

Nama Domain Pemerintah Desa pada Pejabat Narna Domain: dan 
e. kartu aparatur sipil negara Pejabat Nama Domain. 

(4) Dalam ha! Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Desa secara tcknis 
belum bisa dilakukan, Pemerintah Desa dapat menggunakan 
Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (4). 

(5) Pemerintah Desa berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas dalam hal 
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (4). 

(6) Nama Domain Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (4) harus terdiri dari karakter yang dapat berupa nama,~ 

Paragraf 2 

Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Dcsa 

d. kartu aparatur sipil negara Pejabat Nama Domain. 

(3) Nama Domain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus terdiri dari karakter yang dapat berupa nama, singkatan 
nama, atau akronim dari nama resmi Instansi sesuai format yang 
tertuang dalam Larnpiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

(4) Pejabat Nama Domain mengkoordinasikan secara teknis Pendaftaran 
Nama Domain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dengan pihak-pihak terkait. 



Pasal 14 
(1) Pengajuan Pendaftaran Subdomain Pemerintah Daerah yang 

digunakan untuk layanan administrasi pemerintahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasa1 5 huruf b melampirkan: 
a. surat permohonan Subdomain Pemerintah Daerah yang digunakan 

untuk layanan administrasi pemerintahan; 
b. dasar hukum yang menjadi ketentuan penyelenggaraan layanan 

administrasi pemerintahan; dan 
c. keterangan mengenai layanan administrasi pemerintahan yang 

mcliputi jenis layanan dan penerirna manfaat layanan.1> 

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 huruf a melampirkan: 
a. surat pcrmohonan Subdomain Pemerintah Daerah yang digunakan 

untuk ala.mat elektronik resmi Perangkat Daerah; dan 
b. dasar hukum yang menjadi ketentuan pembentukan Perangkat 

Daerah. 

(2) Subdomain Pemerintah Daerah yang digunakan untuk alamat 
elektronik resmi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayal 
( 1) harus terdiri dari karaktcr yang dapat berupa nama, singkatan 
nama, atau akronim dari nama resmi Perangkat Daerah sesuai format 
yang tertuang dalam Lampiran JI! yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 13 
pendaftaran Subdomain Pernerintah Daerah yang 
untuk alamat elektronik resmi Perangkat Daerah 

( l) Pengajuan 
digunakan 

Pasal 12 
Perangkat Daerah dapat mengajukan pendaftaran Subdomain Pemerintah 
Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 kepada Sekretaris Daerah 
melalui Dinas. 

Paragraf 3 
Pendaftaran Subdomain Pemerintah Daerah 

singkatan nama, atau akronim dari nama resmi Desa sesuai format 
yang tertuang dalam Larnpiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, 



Pasal 16 

(1) Pengajuan Pendaftaran Subdomain Pemerintah Daerah yang 

digunakan untuk kegiatan berskala daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 huruf d melampirkan: 

a. surat permohonan Subdomain Pemerintah Daerah yang digunakan 

untuk kegiatan berskala Daerah; 

b. dasar hukum yang menjadi ketentuan penyclcnggaraan kegiatan 

berskala Daerah; dan 

c. keterangan mengenai kegiatan bcrskala Daerah. 

(2) Subdomain Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kegiatan 

berskala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdiri 
dari karakter yang dapat berupa nama, singkatan narna, aiau akronim 
dari narna resrni layanan administrasi pemerintahan sesuai formal 
yang tertuang dalam Larnpiran VI yang merupakan bagian tidak')' 

Pasal 15 

(1) Pengajuan pendaftaran Subdomain Pemerintah Daerah yang 

digunakan untuk layanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 huruf c melampirkan: 

a. surat permohonan Subdomain Pemerintah Daerah yang digunakan 

untuk layanan publik; 

b. dasar hukum yang menjadi ketentuan penyelenggaraan layanan 

publik; dan 

c. kcterangan mcngenai layanan publik yang meliputi jenis layanan 

dan penerima manfaat layanan. 

(2) Subdomain Pemerintah Daerah yang digunakan untuk layanan publik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdiri dari karakter yang 

dapat berupa narna, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi 

layanan publik sesuai format yang tertuang dalam Lampiran V yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Subdomain Pemerintah Daerah yang digunakan untuk layanan 

administrasi pcmerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus terdiri dari karakter yang dapat berupa nama, singkatan nama, 

atau akronim dari nama resmi layanan administrasi pemerintahan 

sesuai format yang tertuang dalam Lampiran IV yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



Pasal 18 
(1) Kepala Desa dapat mengajukan perubahan Nama Domain Pemerintah 

Dcsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat [3) kepada Sekretaris 
Daerah melalui Dinas. 

(2) Sekretaris Daerah atas nama Bupati mengajukan perubahan Nama 
Domain Pemerinlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayal (1) kepada 
Direktur Jenderal. 

(3) Ketentuan mengenai pengajuan pendaftaran Nama Domain 
Pemcrintah Desa dan format penamaan Nama Domain Pemerinlah 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara mutatis 
mutandis terhadap perubahan Nama Domain Pemerintah Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). t} 

Paragraf 2 

Perubahan Nama Domain Pemerintah Desa 

Pasal 17 

(1) Pemerintah Daerah dapat mengajukan perubahan Nama Domain 

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 

melalui Sekretaris Daerah atas nama Bupati kepada Direktur 

Jenderal. 

(2) Ketentuan mengenai pengajuan pendaftaran Nama Domain 

Pemerintah Daerah dan format penamaan Nama Domain Pemerintah 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku secara mutatis 

mutandis terhadap perubahan Nama Domain Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Bagian Kedua 

Perubahan Nama Domain dan Subdomain 

Paragraf 1 

Perubahan Nama Domain Pemerintah Daerah 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



Pasal 20 
(1) Sekretaris Daerah atas nama Bupati dapat mengajukan pcnonaktifan 

Na.ma Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau 
ayat (3), kepada Direktur Jenderal. 

(2) Dinas alas nama Sekretaris Daerah dapat melakukan penonaktifan 
Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (4). 

(3) Penonaktifan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan/atau Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan dalam hal: 
a. Nama Domain atau Subdomain Pemerintah Daerah dalam proses 

penyelesaian perselisihan; 
b. Nama Domain atau Subdomain Pemerintah Daerah berstatus dalam 

pengawasan karena mengalami masalah penyalahgunaan atau 
serangan siber; 

c. Pemerintah Desa atau Perangkat Dacrah tidak melakukan 
konfi.rmasi perpanjangan Nama Domain atau Subdomain, paling 
Jambat 35 (uga puluh lima) hari kalender terhitung sejak 
berakhirnya masa aktif Nama Domain atau Subdomain terscbut; 

d. adanya itikad tidak baik; 1 

Bagian Ketiga 
Penonaktifan dan Penghapusan Nama Domain dan Subdomain 

Paragraf 1 
Penonaktifan Nama Domain dan Subdomain 

Pasal 19 
(1) Perangkat Daerah dapat mengajukan pcrubahan Subdomain 

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) 
kepada Sekretaris Daerah melalui Dinas. 

(2) Ketentuan mengenai pengajuan pendaftaran Subdomain Pemerintah 
Daerah dan format penamaan Subdomain Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 
16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Subdomain 
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Paragraf 3 

Pcrubahan Subdomain Pemerintah Daerah 



Pasal 21 

(1) Sckrctaris Daerah atas nama Bupati dapai mengajukan permohonan 
penghapusan Nama Domain dan Subdomain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (2), atau ayat (3), kepada Direktur Jcnderal. 

(2) Dinas atas nama Sekretaris Daerah dapal melakukan penghapusan 
Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (4). 
(3) Penghapusan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

atau Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan dalam ha!: 
a. proses penyelesaian perselisihan Nama Domain atau Subdomain 

memutuskan penghapusan; 
b. adanya keputusan pengadilan atau arbitrasc yang bersifat final 

dan mengikat; 
c. Nama Domain atau Subdomain tidak dilakukan perpanjangan 

dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal penonaktifan; 
d. adanya kesepakatan yang memiliki akibat hukum pembatalan 

penggunaan Nama Domain dan Subdomain terdaftar olch pihak 

lain; 
e. permintaan resmi Sekretaris Daerah atas nama Bupati untuk 

penghapusan Nama Domain Pemerintah Dacrah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); 

I, permintaan resmi Kepala Desa untuk penghapusan Nama Domain 
Pemerintah Desa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); 

a tau 
g. permintaan resmi Kepala Perangkat Daerah untuk penghapusan 

Subdomain Pemerintah Daerah sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (4). ~ 

Paragraf 2 

Penghapusan Nama Domain dan Subdomain 

e. melanggar hak pihak lain; 

f. melanggar kepatutan yang berlaku dalam masyarakat atau 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 

g. Nama Domain atau Subdomain yang dibuat tanpa melalui 

mekanisme pendaftaran yang diatur dalam Peraturan Bupati ini. 



Pasal 24 
(1) Perangkat Dacrah harus melakukan konfirmasi perpanjangan 

Subdomain Pemerintah Daerah yang masih digunakan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).1- 

Pasal 23 

(1) Pemerintah Daerah harus mclakukan konfirmasi perpanjangan Nama 

Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dan ayat (3), 

yang masih digunakan. 

(2) Konfirrnasi perpanjangan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Nama Domain. 

(3) Konfi.rmasi perpanjangan Nama Domain sebagairnana dimaksud pada 

ayat (1) disampaikan mclalui surat resmi yang ditandatangani 

Sekretaris Daerah atas nama Bupati kepada Direktur Jenderal. 

(4) Konfirmasi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan paling Jambat 35 (tiga puluh lima) hari kalender sejak masa 

berlaku Nama Domain berakhir. 

Bagian Kelima 

Perpanjangan Nama Domain dan Subdomain 

Pasal 22 

(l) Sekretaris Daerah atas narna Bupati dapat mengajukan pcrmohonan 

pemulihan Nama Domain dan Subdomain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayal (2), atau ayal (3), kepada Direktur Jenderal. 

(2) Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan pernulihan 

Subdomain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (4), kepada Sckretaris Daerah melalui Dinas. 

(3) Permohonan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) diajukan dengan melampirkan: 

a. surat permohonan tertulis; 

b. surat pemyataan telah melakukan perbaikan berdasarkan sebab 

penonaktifan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan 

c. dokumen yang membuktikan Lelah dilakukan pcrbaikan 

sebagaimana dimaksud pada huruf b. 

Bagian Keempat 

Pemulihan Nama Domain dan Subdomain 



Pasal 25 

(1) Dinas menyediakan layanan penanganan keluhan Narna Domain dan 

Subdomain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) secara 

elektronik. 

(2) Layanan penanganan keluhan Nama Domain dan Subdomain secara 
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memual paling 

sedikit: 

a. nama narahubung; 

b. nomor kontak narahubung; 

c. alamat surat elektronik (email) narahubung; 

d. pertanyaan yang sering diajukan; dan 

e. sistcm tiket pcngajuan layanan. 

(3) Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau publik yang 

menyarnpaikan keluhan Nama Domain dan Subdomain melalui 

Jayanan penanganan keluhan Nama Domain dan Subdomain secara 

elektronik harus mencantumkan paling sedikit: 

a. nama pelapor; 

b. asal lnstansi/organisasi/masyarakat umum; 

c. nomor kontak; 

d. alamat pelapor; 

e. nomor kartu identitas; dan 

f. deskripsi keluhan. 
(4) Dinas dapat berkoordinasi dengan Rcgistri Nama Domain dan/atau 

pihak-pihak terkait lainnya dalam penanganan keluhan Nama Domain 
dan Subdomain. 

(5) Dalam hal layanan pcnanganan kcluhan Nama Domain dan 
Subdomain secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) If 

Bagian Keenam 

Penanganan Keluhan Na.ma Domain dan Subdomain 

(2) Konfirmasi perpanjangan Subdomain sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disampaikan melalui surat rcsmi yang ditandatangani Kepala 

Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah rnelalui Dinas. 

(3) Konfirmasi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari kalender scjak awal 

tahun anggaran yang baru. 



keberlangsungan (availability) da1am penggunaan Nama Domain dan 
Subdomain sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini sesuai 
dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dinas harus melakukan upaya pengamanan secara teknis terhadap 
Nama Domain dan Subdomain scbagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Pengguna Nama Domain dan Subdomain harus melakukan upaya 
pengamanan secara non-teknis atau berdasarkan konten dari website 

atau aplikasi yang menggunakan Nama Domain dan Subdomain 
sebagaimana ctimaksud pada ayat (1). I} 

dan (integrity), keutuhan (confidentiality), kerahasiaan 

Pasa127 
(1) Dinas beserta pengguna Nama Domain dan Subdomain bersama-sama 

wajib menjaga keamanan informasi dengan memperhatikan prinsip 

Bagian Kedelapan 
Keamanan Nama Domain dan Subdomain 

Pasal 26 

(1) lnstansi yang menggunakan Nama Domain dan Subdomain harus 

menggunakan server Nama Domain yang berada di wilayah hukum 
Indonesia. 

(2) Instansi harus menggunakan server Nama Domain yang ctisectiakan 
oleh Kernenterian untuk Nama Domain .go.id. 

(3) Pemerintah Desa dapat mcnggunakan server Narna Domain yang 
ctisediakan oleh Kementerian untuk Nama Domain .desa.id. 

(4) lnstansi yang menggunakan server Nama Domain harus menggunakan 
alamat protokol internet (IP address) yang berada di wilayah hukum 
Indonesia. 

(5) Server Nama Domain yang dimaksud pada ayat (1) dan alamat 
protokol internet (IP address) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
harus menggunakan Nama Domain Pemerintah Daerah. 

Bagian Ketujuh 

Penggunaan Server Nama Domain 

belum tersectia, Dinas dapat melakukan pencatatan layanan 

penanganan keluhan Nama Domain dan Subdomain secara manual. 



Pasal 29 
(1) Pcrselisihan Nama Domain dan Subdomain merupakan perselisihan 

terkait Nama Domain dan Subdomain yang diatur dalam Peraturan 

Bupati ini. 1 

Bagian Kesepuluh 
Penyelesaian Perselisihan Nama Domain dan Subdomain 

Pasal 28 

(I) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Nam a 
Domain dan Subdomain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini. 

(2) Kecamatan wajib membantu Dinas dalam hal pemantauan dan 
cvaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Nama Domain 
Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 
b di wilayah kerjanya. 

(3) Perangkat Daerah wajib membantu Dinas dalarn hal pemantauan dan 
evaluasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan/atau Subdomain 
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

huruf c yang dikelolanya. 
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Dinas. 

(5) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat berkoordinasi dengan Registrar 
Nama Domain lnstansi dan/ a tau pihak terkait lainnya. 

(6) Dinas melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah secara berkala 
setiap tahun. 

Bagian Kesembilan 
Pemantauan dan Evaluasi 

(4) Dalam melakukan upaya pengamanan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Dinas dapal melakukan koordinasi dengan pihak-pihak 
terkait. 

(5) Dalarn melakukan upaya pengamanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), Pengguna Nama Domain dan Subdomain dapat melakukan 
koordinasi dengan Dinas dan pihak-pihak terkait. 



Pasal 30 
(1) Dinas menyusun standar dan prosedur terkait pengelolaan Nama 

Domain dan Subdomain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini. 
(2) Dinas mensosialisasikan standar dan prosedur terkait pengelolaan 

Nama Domain dan Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

kcpada para pemangku kepentingan, f 

Bagian Kesebelas 
Standar dan Prosedur 

(2) Perselisihan Nama Domain dan Subdomain sebagaimana dirnaksud 

pada ayat (1) rneliputi: 
a. kepernilikan dan kewenangan pengelolaan Nama Domain dan 

Subdomain; 
b. penamaan Nama Domain dan Subdomain yang tidak seragam atau 

tumpang tindih; 
c. pengelolaan teknis dan akses pada Nama Domain dan Subdomain; 
d, pembuatan Nama Domain dan Subdomain tanpa izin; 
e. konten tidak sesuai; 

f. masalah kcamanan dan tanggungjawab; atau 
g. masalah pembiayaan pendaftaran dan/atau perpanjangan Nama 

Domain. 
(3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan secara: 
a. mediasi Internal untuk perselisihan antar Perangkat Daerah 

dan/atau Pemerintah Desa yang diselesaikan secara musyawarah 
di bawah fasilitasi Dinas; 

b. koordinasi dengan Bagian Hukum untuk perselisihan yang tidak 
selesai dengan cara sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk 

mendapatkan pandangan hukum formal; atau 
c. Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah untuk perselisihan yang 

Lidak selesai dengan cara sebagaimana dimaksud pada huruf b, 

yaitu dengan cara menetapkan keputusan akhir oleh Sekretaris 
Daerah atau Bupati berdasarkan rekomendasi Dinas dan Bagian 
Hukum. 

(4) Dalarn hal perselisihan melibatkan pihak lain selain Instansi, 
penyelesaian perselisihan Nama Domain dan Subdomain dilaksanakan 
berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Registri Nama Domain. 



Pasal 34 
(1) Pembiayaan atas pengelolaan Nama Domain dan Subdomain 

dibebankan kepada Dinas. 
(2) Pembiayaan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari 

anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lainnya 
yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1% 

Bagian Ketiga Belas 
Pembiayaan 

Pasal 33 
Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Nama Domain dan Subdomain 
sebagairnana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Menteri 
Komunikasi dan Digital. 

Paragraf 2 

Pengawasan 

Pasal32 
Untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas layanan pengelolaan Nama 
Domain dan Subdomain, Dinas dapat mengikuti pelatihan terkait 
pengelolaan dan layanan Nama Domain dan Subdomain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 31 

(1) Dinas dapat melakukan pembinaan terkait pengelclaan Nama Domain 
dan Subdomain sebagairnana ctimaksud dalarn Pasal 4 ayat (1) kepada 
Pcrangkat Dacrah dan/atau Perncrintah Desa jika dianggap perlu 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pembinaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi Iasilitasi, 
konsultasi, koordinasi, sosialisasi, dari/atau birnbingan teknis dalam 
pengelolaan Nama Domain dan Subdomain sebagairnana diatur dalam 
Pcraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua Belas 

Pernbinaan dan Pengawasan 

Paragraf l 

Pcmbinaan 



Pasal37 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Manggarai Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pcngelolaan Situs Web 
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah Kabupaten 
Manggarai Barat Tahun 2017 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. t 

BABV 
KETENTUA.N PENUTUP 

( 1) Dalam ha! masih terdapat kewajiban administrasi pembayaran 
pendaftaran dan/atau perpanjangan Nama Domain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c sebelum 
Peraturan Bupali ini ditetapkan maka kewajiban tersebut masih tetap 
menjadi kewajiban Perangkat Daerah dan/atau Pemcrintah Dcsa 
selaku Pengguna Na.ma Domain dimaksud. 

(2) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pasal36 

Pasal 35 
(1) Perangkat Daerah yang tclah menggunakan Nama Domain dan 

Subdomain sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib 
menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) 
tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan. 

(2) Dalam hal Perangkat Daerah tidak melaksanakan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapal menonaktifkan 
Name Domain atau Subdomain. 

(3) Pelaksanaan pengelolaan Nama Domain dan Subdomain sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilaksanakan paling lama satu 
tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan. 

BAB!V 
KETENTUAN PERALIHAN 



-- 

FRANSIKSKUS SALES SODO 

SERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAJ BARAT TAHUN 2025 
NOMOR .3.1.. 

Diundangkan di Labuan Bajo 
pada tanggal )-0 ~s·/u 5 2025 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT, 

EDISTAS!US END! 

TTD 

Ditetapkan di Labuan Bajo 

pada tanggal )-0 ~~tus 2025 
SUPATIMANGGARAIBARAT 

Pasal 38 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak ianggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Dacrah 

Kabupaten Manggarai Barat. f 



EDISTASIUS ENDI 

TTD Sslinln ~llal dengan nslinya 
""-EPA.LA~ HUKUM 

BUPATI MANGGARAI BARAT, 

Contoh: 
a. Kabupaien Manggarai Baral: manggaraibaratkab.go.id 

---~ 

Keterangan: 

1. Nama Domain Pemerintah Daerah dapat berupa nama, 
singkatan nama, atau akronim dari nama resmi 
Pemerintah Daerah dimaksud. 

[Nama lnstansij.go.id 

Format: 

Karakter nama 

Pemerintah 
Daerah 

INSTANS~I-1-~~~~~FO--=RMA===T~P~E~N~AMAAN===-=~N~AMA==-~D~O~MAIN:.:..::...:=---~~~~~ - 

FORMAT PENAMAAN NAMA DOMAIN PEMERlNTAH DAERAH 

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT 
NOMOR : JI TAHUN 2025 
TANGGAL : '.)¢ ~hJ.,S 2025 
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN PEMERrNTAH 

DAERAH DAN SUBDOMAIN DI LlNGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN MANGGARAI BARAT. 



EDISTASIUS END! 

~/ 

TTD S~ae ses~al dengaa asllnya 
'KE!'ALA BA~ HUKlJM 

BUPATI MANGGARAI BARAT, 

-----------~ 

Contoh: 
c. Desa Komodo: komodo.manggaraibaratkab.go.id 
d. Desa Siru: 
siru.lemborselatan.manggaraibaratkab.go.id 

3. Dalam ha! Nama Domain Pemcrintah Desa .desa.id belum 
bisa tersedia, Pemerintah Desa dapat menggunakan 
Subdomain Pemerinlah Daerah. 

Contoh: 
a. Desa Komodo: komodo.desa.id 
b. Desa Siru: siru-lemborselatan.desa.id 

Keterangan: 

2. Nama Domain Pemerintah Desa dapat berupa nama, 
singkatan nama, atau akronim dari nama resmi Desa 
dimaksud. 

[Nama Desa].desa.id atau 
[Nama Oesa]-[Narua Kecamatanj.desa.id 

Format: 

Karakter nama 

FORMAT PENAMAAN NAMA DOMAJN INST ANSI 
Pemerintah 
Des a 

FORMAT PENAMAAN NAMA DOMAIN PEMERINTAH DESA 

: PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT 
: 31 TAHUN 2025 
: ;J.() ~~\u~ 2025 

TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN PEMERINTAH 
DAERAH DAN SUBDOMAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN MANGGARAI BARAT. 

LAMPIRAN II 
NO MOR 
TANG GAL 
TENT ANG 



l lNSTANSI FORMATPENAMAANSUBDOMAlN 
Sekretariat, Format: 
Inspektorat, 

Karakter nama Dinas, 
Badan, [Nama Perangkat Daerah].manggaraibaratkab.go.id Satuan, dan 
RSUD. 

Contoh: 
1. Sekretariat Daerah: sctda.manggaraibaralkab.go.id 
2. Inspektorat Daerah: 

ins2ektorat.manggaraibaratkab.go.id 3. Dinas Kesehatan: dinkes.manggaraibaratkab.go.id 
4. Sadan Keuangan dan Aset Daerah: 

bkad.manggaraibaratkab.go.id 
5. Satuan Polisi Pamong Praja: 

saLQQIQQ.manggaraibaratkab.go.d 
6. RSUD Komodo: 

rsudkomodo.manaaaraibaratkab.uo.id 
Kecamatan Format: 

dan 1. Karakter nama 

Kelurahan kecamatan( Nama Kecama tan) .manggaraibaratkab.go. id 
2. Karakter nama 

kelurahan(Nama Kelurahanj.manggaraibaratkab.go.id 
Keterangan: 

Nama Subdomain dapat berupa narna, singkatan nama, atau 

akronim dari nama resrni Perangkat Daerah atau Unit Kerja 
Perangkat Daerah dimaksud. 

Contoh: 
1. Kecamatan Komodo: 

kecamatankomodo .manggaraibaratkab.go 
.id 

2. Kelurahan Wae Kelambu: 

kelurahanwackclambu.manggaraibaratkab.go.id 

UPTD I Format: 
~ 
~ 

FORMAT PENAMAAN SUBDOMAIN PEMERINTAH DAERAH 

UNTUK ALAMAT ELEKTRONTK RESMl PERANGKAT DAERAf-1 

: PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT 
: 31 TAHUN 2025 
: z» ~tiu S 2025 

TATA CARA PENGELOLMN NAMA DOMAIN PEMERINTAH 
DAERAf-1 DAN SUBDOMAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN MANGGARAI BARAT. 

LAMPIRAN III 
NO MOR 
TANGGAL 
TENT ANG 



D.QNAFAN]JJRA P1 Ill!AMA llAYA.. SJ.I 
Nll'. 19790710 200904 I U04 

EDISTASIUS END! -- 
TTD S '.;.."~' llengan aslinya 

f.ztiALA BAGl,t.'1 Bl'KUM 

BUPATl MANGGARAI BARAT, 

2. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Sano 
Nggoang: 

uptddisdiksanonggoang.manggaraibaratkab.go.id 
3. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah: 

uptdlabkesda.manggaraibaratkab.go.id 
4. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan 

uptdlabkeswan.manggaraibaratkab.go.id 

Contoh: 

1. Puskcsmas Labuan Bajo: 
puskesmaslabuanbaio.manggaraibaratkabo.id 

Karakter nama 

(Nama UPTD).manggaraibaratkab.go.id 



EDISTASIUS END! 

TTD 

BUPATI MANGGARAI BARAT, 

NAMA FORMAT PENAMAAN SUBOOMAlN 
LAYANAN 

Layanan Format: 

Administrasi Karakter narna 

Pemerintahan [Layanan Administrasi 

PemerintahanJ.manggaraibaratkab.go.id 

Keterangan: 

Nama Subdomain Layanan Aclministrasi Pemerintahan 
dapat berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari narna 

resmi Layanan Administrasi Pemerintahan climaksud. 

Contoh: 

1. Layanan pajak Online: Qbb.manggaraibaratkab.go.id 

2. Lavanan Qajak BPHTB: 

bQhtb. manggaraibaratkab.go.id 

FORMAT PENAMAAN SUBDOMAIN PEMERINTAH DAERAH 

UNTUK LAYANAN ADMINISTRASI PEMERlNTAHAN 

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT 
NOMOR : J / TAHUN 2025 
TANGGAL : ;l.O ~Sfc11202s 
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN 

PEMERINTAH DAERAH DAN SUBDOMAIN DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI 
BARAT. 



ED!STASIUS END! 

TTD 

BUPATI MANGGARAI BARAT, 

NAMA FORMAT PENAMAAN SUBDOMAJN 
LA YANAN 

Layanan Publik Format: 

Pemeriruahan Karakter nama 

[Layanan Publik].manggaraibaratkab.go.id 

Keterangan: 

Nama Subdomain Layanan Administrasi Pernerintahan 
dapat berupa nama, singkatan narna, atau akronim dan nama 

resmi Layanan Adrninistrasi Pemerintahan dimaksud, 

Conteh: 

l. Layanan lnformasi Huk:um: 

jdih.manggaraibaratkab.go.id 
2. Layanan Jnfomasi Publik: 1212id.manggaraibaratkab.go.id 

FORMAT PENAMAAN SUBDOMAIN PEMERINTAH DAERAH 

UNTUK LAYANAN PUBLIK 

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT 
NOMOR > I TAHUN 2025 
TANGGAL : ;2.0 ~~fu s 2025 
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN 

PEMERINTAH DAERAH DAN SUBDOMAIN DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI 
BARAT. 



EDISTASIUS ENDl 
. .' 

TTD 

BUPATI MANGGARAI BARAT, 

JENIS APLI.KASI FORMATPENAMAANSUBDOMAIN 

Kegiatan Format: 

Pcmerintah Karakter nama 

Daerah (Nama Kegiatan].manggaraibaralkab.go.id 

berskala 
Daerah 

Keterangan: 

Nama Sub domain Kegiatan Pemerintah Daerah dapat 
berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi 

Kegiatan Perneriruah Daerah dimaksud. 

Contoh: 

1. Kegiatan Hari Jadi Kabupaten: 

harijacti. manggaraibaratkab.go.id 
IA , 

FORMAT PENAMAAN SUBDOMAIN PEMERINTAH DAERAH 

UNTUK KEGIATAN BERSKALA DAERAH 

PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT 
'31 TAHUN 2025 

: s» ,%).S'-ht S 2025 
TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN 
PEMERINTAH DAERAH DAN SUBDOMAIN DI 
LINGKUNGAN PEMERTNTAH KABUPATEN MANGGARAl 
BARAT. 

LAMPTRAN VT 
NO MOR 
TANGGAL 
TENT ANG 


